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ABSTRAK 

PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN PERSPEKTIF PRINSIP 

KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM  

(Studi Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur) 

 

Oleh: 

ULFA NUR FADILLA 
 

Upah atau gaji merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi buruh 

atau pegawai, karena bagaimanapun upah bagi buruh merupakan sumber utama 

kelangsungan hidup para pekerja. Dalam Islam upah disebut ujrah adalah imbalan 

atas jasa yang telah dikerjakan oleh pekerja. Upah dalam Islam termasuk juga 

akad Ijarah sebagaimana perjanjian kerja yang meliputi upah atas pemanfaatan 

sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu 

aktifitas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk bagaimana pembayaran 

upah karyawan perspektif prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. 

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh melalui sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 

induktif. 

Hasil penelitian menunjukkan menujukkan bahwa pembayaran dilakukan 

dengan kesepakatan bersama pemilik usaha dengan karyawan untuk menghindari 

ketidakjujuran kedua belah pihak yang berupa uang. Tetapi, dalam prakteknya 

pembayaran upah kepada karyawan tidak hanya berupa uang tetapi juga dengan 

barang. Pemberian upah berupa barang atas permintaan karyawan barang yang 

diminta berupa alat elektronik dan kebutuhan sehari-hari. Penentuan besaran upah 

pembuatan sapu lidi adalah dengan menghitung hasil setiap karyawan yang per 

sapu dalam sehari. Apabila karyawan masih memiliki hutang maka upah yang 

didapat dalam satu hari tersebut akan dipotong dan pelunasan hutang kepada 

pemilik usaha dengan menyicil setiap seminggu sekali tergantung hutang yang 

dimiliki karyawan. 

Dihitung per sapu dengan harga Rp 250 apabila karyawan yang berkerja 

dari proses awal sampai akhir kecuali pres sapu dihitung persapunya Rp 750. 

Pembayaran bagi tukang pers sapu dihitung per sapu Rp 350. Pembagian upah 

yang diberikan oleh pemilik kepada karyawan berdasarkan produk yang 

dihasilkan dalam 1 hari.  
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MOTTO 

 

 

                            

                         

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa’ [4]: 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan 

majikan setelah adanya perjanijian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak 

kesatu buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain dan adanya kesepakatan 

untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan 

kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. 

Perjanjian kerja akan ditetapkan oleh buruh dan majikan dan tidak boleh 

bertentangan dengan perjanjian yang telah dibuat.
1
  

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak harus bersikap adil dan 

jujur dalam semua urusan mereka sehingga tidak terjadi tindakan zalim 

terhadap pihak lain dan tidak merugikan kepentingan perusahaan, seperti tidak 

dibayarnya upah kepada pekerja dan pekerja dituntut untuk melakukan 

pekerjaan sehari penuh tanpa adanya istirahat. Hal tersebut melanggaar 

perjanjian yang dilakukan antara pemilik usaha dan pekerja maka, 

kesepakatan tersebut tidak berlaku bagi kedua pihak. 

Upah atau gaji merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi buruh 

atau pegawai, karena bagaimanapun upah bagi buruh merupakan sumber 

utama kelangsungan hidup para pekerja. Dengan adanya upah atau gaji 

seorang karyawan mau bekerja
2
. Pengupahan merupakan unsur penting dalam 

                                                           
1
 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1993), h. 65. 
2
 Suwatno, dkk, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, (Bandung: CV 

Alfabeta, 2016), h. 232. 



 

 

2 

meningkatkan motivasi kerja karyawan untuk dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Rasulullah mendorong para majikan untuk membayar upah pada 

pekrja ketika mereka telah usai menunaikan pekerjaannya yang terdapat dalam 

hadis: 

ََ عَنََعَبَدَالَلهَبَنََعَمَرََ  َ  َ َ َ  َ َ َ  ََ  َ َ َ  َ ََ قاَلََ,ََ  ََ قاَلََرَسَولُللهََ:ََ   َ َ  َ  ََ  َ ََ صَلَىَاللَهََعَلَيَهََوَسَلَمَََََ   َ  َ  ََ َ  َ َ َ َ َ  َََ ََ  َ َََأَعَطوَاَ:ََ   َ  َ  َ
ََ الَأجَيرأََجَرَهََقَ بَلََأَنََيَََفََعَرَقهَََ  َ  َ َ َ  َ   َ َ  َ  ََ َ  َ  ََ َ َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ. 

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah Saw bersabda:  

berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” 

 

Hadis di atas menjelaskan bahwa segera memberikan upah buruh 

setelah selesai bekerja. Upahnya adalah harga kerja badannya setelah 

melakukan pekerjaan. Seorang buruh yang telah melakukan pekerjaannya 

adalah lebih berhak dan lebih pantas mendapatkan upahnya dengan segera. 

Dalam Islam tidak diperbolehkan menunda-nunda pembayaran upah. 

Upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan kepada 

pekerja oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaannya termasuk apabila 

ada ongkos, bonus, komisi, tunjangan hari libur.
3
 Sedangkan dalam Islam 

upah disebut ujrah adalah imbalan atas jasa yang telah dikerjakan oleh 

pekerja.Upah yang dibayarkan kepada para pekerja terkadang boleh 

dibayarkan berupa barang atau uang tunai.  

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti, karyawan yang bekerja 

pada usaha pemubuatan sapu lidi rata-rata tinggal di sekitar tempat kerjanya. 

                                                           
3
 Arthur Lewis, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 231. 
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Usaha pembuatan sapu lidi berdiri 4 tahun sampai sekarang, mempunyai 

karyawan berjumlah 35 orang (tukang press berjumlah 2 orang dan tukang 

tutuk wadah sapu 2 orang). Menurut Mujarwati pemilik usaha pola pemberian 

upah kepada karyawan dalam akadnya adalah pembayaran menggunakan uang 

yang dibayar seminggu sekali dengan jam kerja 12.00-17.00 WIB. Dalam 

prakteknya pembayaran upah kepada karyawan tidak hanya berupa uang tetapi 

juga dengan barang. Pemberian upah berupa barang atas permintaan karywan 

barang yang diminta berupa alat elektronik dan kebutuhan sehari-hari. Mereka 

minta barang yang tidak sesuai dengan upahnya sehingga pembayaran harus 

menyicil.  

Perbedaan pembayaran upah karyawan yang membuat sapu lidi di 

rumah dengan di tempat kerja adalah dari proses pembuatan wadah lidi 

(menyiram air panas/mencelupkan gagang ke dalam air panas lalu memasang 

wadah lidi yang terakhir memaku/tutuk) harga 750/buah sapu lidi, sedangkan 

di rumah hanya memasukkan lidi ke dalam wadah harga 500/buah dan tukang 

press/tukang tali dibayar 250/buah.
4
 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan dalam Ekonomi 

Islam”. 

 

 

 

                                                           
4
 Wawancara dengan Mujarwati selaku Bagian Keuangan dan Pemilik Usaha Pembuatan 

Sapu Lidi, Tanggal 14 November 2018. 
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B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana pembayaran upah karyawan perspektif 

prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam?” 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui “Bagaimana 

pembayaran upah karyawan dalam perspektif prinsip keadilan dalam 

Ekonomi Islam”. 

Demikian juga dalam aktivitas yang dilakukan mengandung unsur 

tujuan karena sesuatu yang dilakukan tanpa tujuan dan sasaran tidak akan 

mencapai hasil optimal. Berdasarkan perumusan masalah tersebut 

dipenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pembayaran upah 

kepada karyawan perspektif prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam”. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca 

dan bahan informasi bagi peneliti mengenai permaslahan-

permasalahan pembayaran upah dalam prinsip keadilan. 

b. Secara praktis dapat dijadikan acuan dan pedoman untuk masyarakat 

dalam pembayaran upah dengan adil. 
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D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil 

penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji.
5
 

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti 

akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan 

peneliti diantaranya: 

Peneliti melakukan peninjauan terhadap skripsi yang berjudul 

Penentuan Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang diteliti oleh Reni 

Febriana Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam Tahun 2013, tujuan 

penelitian ini untuk melihat sistem penentuan upah berdasarkan pespektif 

ekonomi Islam. Dari penelitian tersebut kesimpulannya dapat diketahui bahwa 

penentuan upah masih banyak yang belum menggunakan prinsip-prinsip Islam 

dalam memberikan upah.
6
 

Penelitian yang digunakan lainnya yang berjudul Sistem Pembayaran 

Upah Buruh Pembuat Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus 

di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara) Pada Tahun 2015). 

Program Studi Ekonomi Islam pada penelitian tersebut memaparkan tentang 

sistem pemberian upah yang ada di daerah tersebut terdapat 4 sistem, yaitu: 

awal, upah diberikan setelah batu bata terjual kemudian pandangan etika 

bisnis Islam praktek pemberian upah tersebut sudah selesai tetapi dalam 

prinsip keadilan masih terdapat unsur yang merugikan dari pihak buruh.
7
 

                                                           
5
 Zuhairi, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 39. 

6
 Reni Febriana, Penentuan Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Metro: STAIN Metro, 

2013) 
7
 Fanditya Aryaningtias, Sistem Pemberian Upah Buruh Pembuat Batu Bata Ditinjau dari 

Etika Bisnis Islam, (Metro: STAIN Metro, 2015), h. 5. 
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Penelitian yang berjudul “Sistem Pembayaran Upah dalam Perspektif 

Ekonomi Islam” yang diteliti oleh Titis Putriana Jurusan Syariah Program 

Ekonomi Islam tahun angkatan 2010. Pada penelitian dengan judul tersebut, 

penulis memaparkan tentang sistem pembayaran upah yang benar menurut 

Ekonomi Islam dimana upah yang dibayarkan harus berdasarkan akad yang 

dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan menggunakan sistem yang juga 

disepakati bersama sesuai Ekonomi Islam.
8
 

Dapat ditarik pengertian bahwa dari ketiga skripsi diatas berbeda 

dengan peneliti, yakni skripsi yang disusun oleh Reni Febriana menganalisis 

bahwa penentuan upah masih banyak yang belum menggunakan prinsip-

prinsip Islam dalam memberikan upah. Skripsi yang disusun oleh Titis 

Putriana dalam penelitinya bahwa pembayaran upah belum menggunakan 

sistem yang sesuai dengan Ekonomi Islam. Sedangkan yang sedang diteliti 

oleh penulis adalah “Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip 

Keadilan Dalam Ekonomi Islam (Studi Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa 

Astomlyo Punggur)”. 

 

 

  

                                                           
8
 Titis Putriana, Sistem Pembayaran Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Metro: 

STAIN Metro, 2010), h. 9. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Upah Karyawan 

1. Pengertian Upah Karyawan 

Upah dalam bahasa arab Al-Ijarah berasal dari kata Al-Arju yang 

berarti menurut bahasa adalah Al-Iwadhu berarti ganti.
1
 Dalam Islam upah 

disebut juga dengan ujrah yang dihasilkan dari akad Ijarah. Upah dalam 

Islam termasuk juga akad Ijarah sebagaimana perjanjian kerja yang 

meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu 

kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.  

Konsep upah muncul dalam kontrak ijrah, yaitu pemilikan jasa dari 

seseorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh mustajir (orang yang 

mengontrak tenaga). Ijrah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang 

disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa al-

ujrah (upah). Menurut ulama’ Hanafiyah Ijarah adalah transaksi terhadap 

suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan.  

Upah secara ekonomi seperti yang didefinisikan mencakup semua 

pekerja, sehingga uang yang diterima disebut upah. Artinya, upah 

merupakan bayaran yang diterima pekerja setelah pekerjaannya selesai, 

pembayarannya secara adil menurut pekerjaan masing-masing karyawan. 

Karyawan dapat diartikan sebagai setiap orang yang memberikan 

jasa kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga 

                                                           
1
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 114. 
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kerja yang mana dari jasa tersebut karyawan akan mendapatkan balas jasa 

berupa gaji dan kompensasi. Menurut Hasibuan, karyawan adalah setiap 

orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk pikiran maupun bentuk 

tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang besarannya 

telah ditentukan terlebih dahulu.
2
  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah karyawan adalah 

hak yang diberikan kepada orang yang memberikan jasa ke perusahaan 

dalam bentuk uang dan sebagainya sebagai imbalan setelah melakukan 

pekerjaannya. 

 

2. Dasar Upah Karyawan 

Dasar hukum tentang upah yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

sebagai berikut: 

a. Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan: Peraturan 

Pemerintah tentang Perlindungan Upah No. 8 tahun 1981.  

b. Keputusan Gubernur Lampung Nornor: G/813/III.05/HK/2014 tentang 

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2015. 

c. Peraturan mengenai upah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003. Selain adanya Undang-undang pengupahan 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 

Tahun 2015. 

 

                                                           
2 http://pengertiandefinisi.com/Pengertian-Karyawan-dan-Jenis-Jenis-Karyawan-di-

Perusahaan/ diunduh pada 25 Agustus 2018. 

http://pengertiandefinisi.com/Pengertian-Karyawan-dan-Jenis-Jenis-Karyawan-di-Perusahaan/
http://pengertiandefinisi.com/Pengertian-Karyawan-dan-Jenis-Jenis-Karyawan-di-Perusahaan/
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Penentuan upah menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981  

tentang Perlindungan Upah adalah upaya pemerintah dalam memberikan 

imbalan atas jasa yang dilakukan kepada pekerja yang berdasarkan 

prikemanusian seperti menggunakan prinsip keadilan sehingga upah yang 

diberikan tidak dihilangkan ataupun dikurangi. Mengenai hal tersebut 

Keputusan Gubernur Lampung Nornor: G/813/III.05/HK/2014 tentang 

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2015 

Besarnya Upah Minimum Kota (UMK) Metro Tahun 2015 adalah sebesar 

Rp.1.582.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) 

perbulan. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus memenuhi 

kehidupan yang layak. Sedangkan dalam pada Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 belum dijelaskan secara rinci kehidupan yang layak 

pekerja/buruh. 

Dalam Al-Quran upah didefinisikan secara menyeluruh dalam QS. 

At-Taubah ayat 105: 

                    

                       

Artinya: Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan.
3
 

 

 

                                                           
3
  QS. At-Taubah  (9): 105 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa menurut konsep Islam, upah terdiri 

dari dua bentuk, yaitu: upah dunia dan upah akhirat. Dengan kata lain, ayat 

tersebut di atas mendefinisikan upah dengan imbalan yang diterima 

seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia dan 

imbalan yang berupa pahala di akhirat. Imbalan materi yang diterima 

seorang pekerja di dunia haruslah adil dan layak. Seperti dijelaskan dalam 

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan 

Keputusan Gubernur Lampung Nornor: G/813/III.05/HK/2014 tentang 

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2015. 

Imbalan pahala di akhirat merupakan imbalan yang lebih baik yang 

diterima oleh seorang muslim dari Tuhan-nya.
4
 

3. Tujuan Upah Karyawan  

Tujuan upah yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawan 

tentunya memliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat membantu 

memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang bekerja. Adapun tujuan dari 

pemberian upah adalah: 

a. Untuk menghitung upah yang diperoleh oleh setiap pegawai sesuai 

dengan persyaratan pekerja. 

b. Untuk memperhatikan kebutuhan pegawai, termasuk pembayaran ada 

waktu yang telah ditentukan. 

c. Untuk mencatatkan didalam buku perusahaan. 

d. Untuk perbaikan dan peningkatan semangat kerja karyawan. 

                                                           
4
 Murtadho Ridwan, “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam”, (Kudus: 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)), Volume 1 No. 2 /Desember 2013, h. 243-251. 
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4. Jenis-jenis Upah  

Upah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu 

pekerjaan yang dilakukan.
5
 Dalam kehidupan sehari-hari seorang pekerja 

berhak mendapatkan upahnya. Upah sendiri terdiri dari berbagai jenis. 

Jenis-jenis upah untuk membedakan baik upah yang dibayar kepada 

pekerja lepas, pekerja kontrak, pekerja tetap, maupun tidak tetap. Menurut 

Zaeni Asyhadie jenis-jenis upah dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Upah Nominal 

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada 

para pekerja atau buruh yang berhak sebagai imbalan atas jasa-jasanya 

atau pelayannya sesuai dalam ketentuan yang terdapat dalam 

perjanjian, dimana upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan 

yang lain (tidaka ada bonus) yang diberikan kepadanya. Upah ini 

berwujud uang secara keseluruhan. 

b. Upah Nyata 

Upah nyata adalah uang nyata yang benar-benar harus diteima 

oleh seorang pekerja/buruh yang berhak. Jadi, upah nyata adalah 

pembayaran jasa atau imbalan yang berupa uag tunai. 

c. Upah Hidup 

Upah hidup adalah upah yang diteima pekerja relatif cukup 

untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya 

kebutuhan pokok melainkan kebutuhan sosial keluarganya. Seperti 

                                                           
5
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),  

h. 110. 
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pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain. Artinya, pemberian bonus 

kepada karyawan yang telah mengembangkan perusahaan dan 

pemberian beasiswa kepada karyawan yang akan melanjutkan studinya. 

d. Upah Minimum 

Kebijakan upah minimum dilakukan oleh pemerintah sejak 

akhir tahun 1980-an. Kebijakan ini dituangkan ke dalam beberapa 

perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 

PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, yang kemudian 

disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 dan peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi No.PER-17/MEN/VII/2005. Dalam Pasal 88 

sampai dengan pasal 90 UU. No. 13 Tahun 2003 secara eksplisit 

semakin memperkuat pengaturan Upah Minimum.  

Pengertian upah minimum menurut pasal 1 angka 1 Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 adalah upah bulan 

terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam 

praktiknya masih sering bermasalah khususnya pada sektor industri 

padat karya, penafsiran terhadap fungsi upah minimum cenderung 

merugikan para buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari satu 

tahun, telah berkeluarga serta memiliki jabatan tertentu di semua level. 

Para buruh tersebut masih menerima upah yang besarnya sama dengan 

upah minimum. Begitu juga terhadap buruh yang mempunyai keahlian 

tertentu atau yang berprestasi tidak memiliki perbedaan upah secara 
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nyata jika dibandingkan dengan upah rata-rata buruh pada umumnya.
6
 

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh 

pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau 

buruh yang bekerja di perusahaannnya. 

e. Upah Wajar 

Upah wajar adalah upah yang relatif dinilai cukup wajar oleh 

pengusaha dan pekerja sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada 

perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja mereka.
7
 

 

B. Prinsip Keadilan 

1. Pengertian Adil 

Adil menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak berat 

sebelah, tidak memihak.
8
 Artinya, tidak membeda-bedakan antara pihak 

satu dengan yang lain seperti dalam pembayaran upah kepada pekerja 

pemabayarannya disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukannya. 

Adil menurut Islam merupakan norma paling utama dalam 

keseluruan aspek perekonomian. Seperti dalam pemberian imbalan jasa 

kepada para pekerja harus bersifat adil. Manusia sebagai khalifah di muka 

bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa 

pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia 

                                                           
6
 M. Ghufron, “Politik Negara dalam Pengupahan Buruh di Indonesia”,  Jurnal Hukum dan 

Perundangan Islam, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel: Al-Daulah), Volume 1, 

Nomor 2/Oktober 2011, h. 114-115. 
7

 Zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1993), h. 89-90. 
8

 Meity Taqdir Qodratillah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 4. 
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supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nissa’ ayat 135: 

            

              

                  

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum 

kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan.
9
 

  

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa menegakkan 

keadilan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim bersikap adil 

kepada siapapun menetapkan hak dan kewajibannya tanpa memikirkan 

apakah itu keluarga atau kerabat semua harus diperlakukan secara adil 

yang dilakukan adalah semata-mata hanya karena Allah.  

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu 

menciptakan sistem perekonimian yang adil. Namun, tidak semua sistem 

tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Tanpa 

keadilan manusia terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. 

Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi 

                                                           
9
 QS. An-Nisa’ (4): 135  
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permusuhan antara manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil 

yang lebih dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.
10

 

 

2. Dasar dan Tujuan Adil 

Sesungguhnya Islam menjadikan keadilan memiliki urgensi yang 

besar, dimana Islam menjadikan sebagai dasar hukum. Allah berfirman 

dalam QS. An-nisaa ayat 58: 

                         

                           

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat”. 

 

Tujuan dasar dari upah yang adil (sepadan) adalah untuk 

melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari 

saling mengeksploitasi dalam transaksi bisnis.
11

 Maksudnya, majikan tidak 

boleh menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pemilik usaha/perusahaan 

untuk memperkerjakan pekerja tanpa mengenal waktu. 

 

3. Unsur dan Kriteria Adil 

Upah yang layak harus didasarkan pada suatu kriteria tertentu. 

Kriteria keadilan bagi pekerja dibidang hukum pengupahan berupa 

                                                           
10

 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 35-43. 
11

 M. Ghufron, “Politik Negara dalam Pengupahan Buruh di Indonesia”,  Jurnal Hukum 

dan Perundangan Islam,. h., 124. 
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kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, menabung, dan kebutuhan 

kemasyarakatan. Pemilik usaha adil dalam pembayaran upah yang sesuai 

dengan kesepakatan/perjanjian bersama. Upah yang diberikan berupa uang 

tunai setiap seminggu sekali. Sedangkan dalam prakteknya pekerja 

meminta upah berupa barang elektronik dan kebutuhan sehari-hari dengan 

cara menyicil pembayaran kepada pemilik usaha. 

Nominal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pembayaran upah 

terdapat dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 

G/813/III.05/HK/2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 

Lampung Tahun 2015 Besarnya Upah Minimum Kota (UMK) Metro 

Tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.582.000,00 (Satu Juta Lima Ratus 

Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) perbulan.12  

 

C. Upah yang Adil  

Pemberian upah harus selalu memperhatikan prinsip keadilan, keadilan 

ini bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi rata. Standar Penentuan 

upah menurut Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981  tentang Perlindungan 

Upah adalah upaya pemerintah dalam memberikan imbalan atas jasa yang 

dilakukan kepada pekerja yang berdasarkan prikemanusian seperti 

menggunakan prinsip keadilan sehingga upah yang diberikan tidak 

dihilangkan ataupun dikurangi.  

Upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda 

berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Ditetapkan 

                                                           
12 Keputusan Gubernur Lampung  Nomor : G/894 /III.05/HK/2014 
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dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Pengusaha menyusun struktur dan 

skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, 

dan kompetensi”.
13

 Sedangkan dalam istilah Ekonomi disebut Job description 

(deskripsi pekerjaan) adalah rekaman tertulis mengenai tanggung jawab dari 

pekerjaan tertentu. Dokumen ini menunjukkan kualifikasi yang dibutuhkan 

untuk jabatan tersebut dan menguraikan bagaimana pekerjaan tersebut 

berhubungan dengan bagian lain dalam perusahaan.  

  

                                                           
13

Abdul Khadim, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 32. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala 

objektif yang terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk 

menyusun laporan tersebut.
1
 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian 

lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi 

penelitian dan fokus pada objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian 

adalah di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung 

Tengah. 

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif. Deskriptif dapat diartikan suatu metode dalam mencari fakta 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system 

pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan 

interprestasi yang tepat.
2
 

 

  

                                                           
1
 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), h. 96. 
2
 Sedarmayanti, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 31. 
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B. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.
3
 Sumber data 

yang diperoleh dari pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yaitu pemilik dan karyawan pembuat sapu lidi serta pihak yang. 

Dari sumber data tersebut proses dalam pengumpulannya dibagi dalam 2 

macam, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan baik dari individu atau perseorangan. Dalam hal ini, proses 

pengumpulan data perlu dilakukan dengan memeperhatikan siapa sumber 

utama yang akan dijadikan obyek penelitian. Adapun sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dan karyawan. Teknik 

pengumpulan responden yang digunakan oleh peneliti adalah teknik 

snowball sampling. Teknik snowball sampling disebut juga sampel bola 

salju, yaitu teknik pengambilan sampel yang pada mulanya jumlahnya 

kecil tetapi makin lama makin banyak berhenti sampai informasi yang 

didapatkan dinilai telah cukup.
4
  

Prosedur snowball sering digunakan untuk mencari dan merekrut 

informan tersembunyi, yaitu kelompok uang tidak mudah diakses para 

peneliti melalui strategi pengambilan informan lainnya.
5
 Sesuai dengan 

                                                           
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010), h. 172. 
4
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana, 2012), h. 156. 
5
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 109. 
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snowball sampling dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 6 karyawan 

yang ada di Usaha Pembuatan Sapu Lidi dan 1 pemilik usaha. 

 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah Sumber data kedua sesudah sumber 

data primer.
6
 Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini 

adalah kepustakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan 

yaitu buku Dasar-dasar Hukum Perburuhan karya Zainal Asikin dkk, 

Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis karya Suwatno dkk, 

Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer karya 

Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Hadits Ekonomi karya Enizar, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan, skripsi dan dokumen yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti seperti foto-foto  pekerja di usaha pembuatan lidi. 

 
C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah salah satu tahapan penting dalam kegiatan 

penelitian dan dilakukan setelah peneliti selesai membuat desain penelitian 

sesuai masalah yang akan diteliti.
7

 Pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian.  

                                                           
6
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013),  

h. 129. 
7
 Jonatan Sarwono, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 1, (Yogyakarta: Andi, 

2006), h. 8. 
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Beberapa teknik yang peneliti gunakan untuk mendapat data dalam 

penelitian, antara lain: 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden. 

Penggunaan teknik ini dilakukan dengan cara semi terstruktur. Dalam 

wawancara alat yang digunakan adalah alat pemandu (Interview guide). 

Berbeda dengan percakapan, wawancara lebih didominasi oleh 

pewawancara. Artinya responden lebih banyak pasif atau menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan.
8
 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas 

terpimpin. yang ada di Usaha Pembuatan Sapu Lidi. Laporan tersebut 

didapatkan dari Ibu Mujarwati selaku bagian keuangan dan pemilik usaha 

serta ibu Narsih, ibu Suwarti, bapak Nurul Huda, bapak Isap, bapak Andri 

Irawan, dan Ibu Ucik. 

 

2. Dokumentasi  

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau 

dicetak yang dapat berupa surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.
9
 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis 

atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.  

                                                           
8
 Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi Dilengkapi Beberapa Alat Analisis 

dan Penuntun Pengunaan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 143.  
9
 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2012), h. 215. 
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Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang 

terkait prinsip keadilan dalam pembayaran upah seperti prosedur 

pembayaran upah serta foto-foto penelitian. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Untuk mempermudah dalam penelitian maka perlu adanya analisis 

data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk lebih 

mudah dibaca. Seluruh data hasil penelitian yang diperoleh dari sumber-

sumber lapangan yang telah diteliti berdasarkan klasifikasi isinya kemudian 

dianalisis untuk membuat kesimpulan melalui logika induktif. 

Proses berfikir secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang 

berangkat dari  sebuah pertanyaan-pertanyaan atau fakta-fakta yang khusus 

menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.
10

  

Metode analisis tersebut, peneliti mencoba mengalisis mengenai 

pembayaran upah yang diganti barang kepada karyawan pembuat sapu lidi di 

desa Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah dengan data yang 

telah diperoleh dari hasil wawancara dan buku-buku sumber referensi. 

Kemudian setelah data terkumpul peneliti mulai melakukan analisis untuk 

mendapatkan kesimpulan terhadap masalah yang diteliti yaitu pembayaran 

upah dalam prinsip keadilan. 

  

                                                           
10

 Nana Sujana, Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 6. 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kampung Astomulyo dibuka oleh jawatan transmigrasi pada 

tahun1954 yang hampir bersamaan dengan saat penebangan hutan untuk calon 

penempatan warga transmigrasi tersebut, selanjutnya oleh pihakjawatan 

transmigrasi dibentuk enam kelompok dari warga anggota transmigrasi 

tersebut masing-masing kelompok berada dibawah kepemimpinan ketua 

kelompok. Keenam kelompok tersebut kemudian ditempatkan di bedengan 

delapan di wilayah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

Jumlah anggota transmigrasi pada waktu itu sebanyak 300 kepala 

keluarga yang pada umumnya berasal dari Provinsi Jawa Timur, diantaranya 

berasal dari Kabupaten Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, Nganjuk, Kediri, 

dan sebagian berasala dari wilayah Jawa Tengah seperti Solo dan sekitarnya 

dengan tujuan untuk mendapatkan lahan pertanian yang lebih layak 

dibandingkan dengan daerah asal mereka masing-masing.  

Penduduk dari beberapa kelompok tersebut mengadakan musyawarah 

yang bertujuan untuk membentuk desa atau kampung yang dari hasil 

musyawarah tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa untuk nama 

desa atau kampung diambil dari nama ASTOMULYO yang berasal dari kata 

Asto: Tangan dan Mulyo: Mulia. Jadi, Astomulyo dapat diartikan sebagai 

Tangan yang Mulia. Dari keadaan pra desa atau kampung kemudian pada 

tanggal 15 November 2018 kampung Astomulyo disahkan yang kemudian 
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dipimpin oleh seorang kepala desa atau kepala kampung dan dibantu satu 

orang Carik, enam orang Kebayan, Kamituo, Jogoboyo, serta beberapa 

perangkat kampung lainnya. Keadaan ekonomi desa Astomulyo.
1
 

Tabel 1 

Pendapatan Pertahun Masyarkat Desa Astomulyo 

No Indikator Subindikator Tahun 2018 

1 Pendapatan 

Pertahun 

Sumber Pendapatan Rp 

Pertanian 28.396.500.000 

Kehutanan 340.484.000 

Perkebunan 519.800.600 

Peternakan 2.338.000.000 

Perikanan 645.000.000 

Perdagangan 908.000.000 

Jasa 408.080.000 

Penginapan/Hotel/Sejenisnya 0 

Pariwisata 0 

Industri Rumah Tangga 80.508.000 

 

Pendapatan masyarakat desa Astomulyo diperoleh dari pertanian, 

kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, jasa, dan industri 

keluarga. Mayoritas masyarakat di desa Astomulyo berkeja sebagai petani dan 

adapula penghasilan yang berasal dari perkebunan. Pada perkembangannya di 

desa Astomulyo terdapat usaha rumahan yang biasa dikenal dengan nama 

home industri.  

Home industri merupakan rumah usaha produk barang pelaku kegiatan 

ekonomi yang bertempat di rumah adalah keluarga itu sendiri. Dalam kegiatan 

ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak 

saudara maupun tetangga yang berada disekitar tempat usaha. Sebelum adanya 

usaha rumahan masyarakat desa Astomulyo berkerja sebagai petani, pekebun, 

                                                           
1
 Dokumen dan Arsip Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah, 17 Juni 

2019. 
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dan beternak. Masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui bagaimana 

memanfaatkan barang menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai jual. 

Berkembangnya usaha rumahan tidak terlepas dari berkembangnya pembinaan 

dari dinas perindustrian yang akan mewujudkan usaha desa kreatif dan 

inovatif. Dari pembinaan tersebut secara perlahan dapat pola pikir masyarakat 

bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal namun, dapat dijadikan peluang 

usaha dan menacri nafkah. Yang awalnya hanya berkebun atau bertani 

sekarang dapat membuat produk yang mempunyai nilai jual tinggi yang 

memanfaatkan hasil dari perkebunan.
2
 

Penghasilan dari perkebunan adalah buah nanas, masyarakat juga 

selain berkebun juga mempunyai peternakan sapi yang berada di desa 

Astomulyo dusun I selain mempunyai peternakan sapi masyarakat mendirikan 

home industri yang berbasis pembuatan makanan. Selain, home industri yang 

membuat makanan ada juga usaha rumahan yang membuat sapu lidi. 

Para pelaku home industri yang berada di desa Astomulyo adalah 

generasi pertama. Home industri yang pembuatan sapu lidi berada di desa 

Astomulyo mempunyai 2 home industri. Ibu Munjarwati dan Bapak Nurdin 

Piliang keduanya merupakan pemilik usaha pembuatan sapu lidi yang masih 

sanak saudara. Pada awalnya sebelum membuat usaha pembuatan sapu lidi ibu 

Munjarwati memiliki penghasilan dari warung sedangkan bapak Nurdin 

bekerja sebagai tengkulak yang mengambil sayuran dari para petani dan 

dikirimkan ke luar kota Lampung.  

                                                           
2
 Wawancara dengan Bapak Sri Widayat selaku Kepala Desa di Astomulyo Kecamatan 

Punggur Pada Tanggal 17 Juni 2019. 
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Pada tahun 2015 ibu Munjarwati dengan suami mendirikan usaha 

rumahan yaitu pembuatan sapu lidi tidak hanya memproduksi sapu lidi beliau 

juga memproduksi alat untuk mengambil sampah (ikrak dalam Bahasa Jawa). 

yang bahan-bahannya berasal dari luar Lampung, seperti lidi berasal dari 

Padang, palstik dari Jakarta, tapak/gagang berasal Solo.
3
 

Pada tahun yang sama bapak Nurdin juga membuat usaha yang sama 

dan sekarang memiliki karyawan berjumlah 100 orang, dan bahan-bahan yang 

untuk membuat sapu berasal dari lidi berasal dari padang, plastik/bungkus 

sapu berasal dari Jakarta, dan tapak/gagang sapu berasal dari Pabrik di 

Lampung. Kebanyakan karyawannya berasal dari luar desa Astomulyo 

pembuatan sapu lidi tidak dikerjakan di tempat usaha melaikan ada yang 

mengambil di tempat kerja.  

Karyawan yang berkerja di tempat kerja mengerjakan pembuatan 

gagang hingga memaku dan karyawan yang bekerja di rumah adalah 

menyulam atau memasukkan lidi ke dalam wadah yang disediakan. 

Pembayarannya yang dilakukan bapak Nurdin juga sama dengan Ibu 

Munjarwati pembayarannya dilakukan apabila semua sapu sudah selesai para 

karyawan menghantarkan sapu ke tengkulak kemudian tengkulak 

menghantarkan ke bapak Nurdin.  

Pembayarannya karyawan dibayar oleh tengkulak bukan langsung oleh 

pemilik usaha. Dari kedua usaha tersebut masyarakat desa sekitar tempat 

usaha lebih memilih bekerja di tempat usaha Ibu Munjarwati dan kedua usaha 

                                                           
3
 Wawancara dengan Ibu Munjarwati selaku Pemilik Usaha Pembuatan Sapu Lidi pada 

tanggal 22 Juni 2019. 
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pembuatan sapu lidi memiliki persaingan harga, yaitu harga sapu lidi ketika 

membeli langsung di tempat usaha Ibu Munjarwati seharga Rp 6000 

sedangkan tempat usaha bapak Nurdin Rp 5500 karyawannya tidak meminta 

pembayaran dengan barang. Jadi, tidak diperbolehkan berhutang.
4
 

 

B. Pembayaran Upah Karyawan Pada Usaha Sapu Lidi di Desa Astomulyo 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.
5
 

Pembayaran upah pada usaha pembuat sapu lidi, pembayaran upah 

pekerja dibayar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Artinya, sesuai 

dengan penempatan kerja mereka. Pekerja harus menerima upah secara adil 

dan layak. Dalam pembayaran melihat dari besarnya upah yang dilihat sisi 

keadilan. Pembayaran upah dilakukan dengan kesepakatan bersama antara 

pemilik usaha dengan karyawan untuk menghindari ketidak jujuran kedua 

belah pihak.  

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Munjarwati yang merupakan 

pemilik usaha pembuatan sapu lidi mendirikan usaha ini sejak tahun 2015. 

Latar belakang berdirinya usaha pembuatan sapu lidi yaitu karena untuk 

mendapatkan keuntungan dan juga untuk membantu perekonomian 

                                                           
4
 Wawancara  dengan Bapak Nurdin Piliang selaku Pemilik Usaha Pembuatan Sapu Lidi 

pada tanggal 9 Juli 2019. 
5
  Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 
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masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan yang memiliki karyawan 

sebanyak 20 orang. Diantara karyawan-karyawannya memiliki penempatan 

kerja masing-masing sesuai kemampuan yang dimiliki: 

1. Tukang pers sapu lidi yang sudah jadi 

2. Tukang celup gagang 

3. Tukang tutuk dan memasukkan plastik dalam gagang sapu 

4. Pembuat sapu lidi (menganyam) 

Proses pembuatan sapu lidi adalah pertama, gagang sapu dibungkus 

dengan plastik untuk gagang kemudian gagang yang sudah dibungkus dengan 

plastik dicelupkan dalam air panas dan disiram suapaya plastik merekat. 

Setelah diangkat dari air panas didiamkan supaya plastik merekat kemudian 

diberikan wadah sapu dengan cara ditutuk/memaku. Kemudian pembuatan 

sapu lidi dengan memasukkan sapu lidi kedalam wadah. Setelah selesai 

pembuatan sapu proses terakhir adalah pres sapu dengan alat berguna untuk 

mengikat sapu.
6
 

Penentuan besaran upah pembuatan sapu lidi adalah dengan 

menghitung hasil setiap karyawan yang per sapu dalam sehari. Apabila 

karyawan masih memiliki hutang maka upah yang didapat dalam satu hari 

tersebut akan dipotong dan pelunasan hutang kepada pemilik usaha dengan 

menyicil setiap seminggu sekali tergantung hutang yang dimiliki karyawan. 

Pembayaran dihitung per sapu dengan harga Rp 250 apabila karyawan yang 

berkerja dari proses awal sampai akhir kecuali pres sapu dihitung persapunya 

                                                           
6
 Wawancara dengan Ibu Munjarwati selaku Pemilik Usaha Pembuatan Sapu Lidi pada 

tanggal 22 Juni 2019. 
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Rp 750. Pembayaran bagi tukang pers sapu dihitung per sapu Rp 350. 

Pembagian upah yang diberikan oleh pemilik kepada karyawan berdasarkan 

produk yang dihasilkan dalam 1 hari.7 

Tabel 2 

Jumlah Hutang Karyawan 

No Karyawan Pembayaran Hutang Angsuran 
Sisa 

Pembayaran 

1 Ucik Rp 210.000 Rp 105.000 - - 

 Rp 387.000 - - 

 (Rp 492.000) Rp 195.000 - 

  Rp 17.000 Rp 280.000 

2 Janah Rp 350.000 Rp 175.000 Rp 50.000 Rp 125.000 

3 Marsup Rp 350.000 Rp 262.000 Rp 150.000 - 

 (Rp 112.000) Rp 50.000 Rp 62.000 

4 Karsini Rp 50.000 Rp 37.000 Rp 33.000 Rp 4.000 

5 Ginem Rp 350.000 Rp 262.000 RP 58.000 - 

 (Rp 204.000) Rp 50.000 Rp 154.000 

Rp 350.000 Rp 262.000 Rp 32.000 Rp 230.000 

6 Mar Rp 340.000 Rp 255.000 Rp 37.000 - 

 (Rp 218.000) Rp 50.000 Rp 168.000 

7 Epi Rp 400.000 Rp 300.000 - - 

8 Jiati Rp 300.000 Rp 150.000 Rp 55.000 - 

 (Rp 90.000) Rp 50.000 Rp 40.000 

9 Narsih Rp 300.000 Rp 225.000 Rp 50.000 Rp 175.000 

10 Jum Rp 200.000 Rp 100.000 - - 

 Rp 235.000 - - 

 

Kriteria pembayaran upah yang diterima karyawan yang baru dengan 

karyawan yang sudah lama bekerja ditempat usaha pembuatan sapu lidi. 

Adapun perbedaan pembayaran dilakukan setiap seminggu sekali adalah 

dengan hasil yang didapat oleh karyawan dalam setiap harinya. Meskipun ada 

penurunan harga sapu dipasaran tetapi pembayaran upah kepada karyawan 

tetap yang dilakukan sebelum barang terjual. 

                                                           
7
 Ibid, 



 

 

30 

Tanggapan karyawan dengan upah yang diberikan oleh pemilik usaha 

adalah belum cukup untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh karyawan. 

Karena pembayarannya yang dilakukan hanya seminggu sekali. Sedangkan 

tanggapan dari pemilik usaha memiliki tanggapan yang baik terhadap 

pembayaran upah menggunakan barang pemilik terhadap usaha dengan 

cacatan karyawan harus potong upah sesuai dengan pemintaan karyawan. 

Pembayaran barang diberikan sebelum karyawannya mendapatkan upah 

berupa uang tunai.
8
  

Menurut Ibu Munjarwati selaku pemilik usaha bahwa prinsip keadilan 

yaitu tidak membeda-bedakan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan porsi 

masing-masing. Usaha pembuat sapu lidi menggunakan nilai-nilai keadilan 

dalam melakukan pembayaran upah kepada karyawan dengan cara 

memberikan pembayaran yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, 

tingkat kesulitan yang dikerjakan, dan pembayaran upah karyawan baru 

dengan karyawan yang lama.
9
 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Narsih pembuat sapu lidi 

(menyulam) dan Ibu Suwarti tukang tutuk/memaku yang sudah bekerja selama 

tiga tahun dan memulai pekerjaan dari jam 08.00-16.00. Karyawan meminta 

pembayaran dengan barang sebelum mendapatkan upah adalah karena 

kebutuhan sehari-hari yang belum tercukupi dari pembayaran upah yang 

dalam seminggu mendapatkan Rp 300.000. Usaha pembuatan sapu lidi 

                                                           
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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menggunakan kriteria pembayaran dengan cara pemberian upah kepada 

karyawan yang baru dengan karyawan yang lama.
10

 

Menurut Ibu Suwarti tukang tutuk/memaku meminta pembayaran 

barang  seperti untuk pembelian barang elektronuk pemilik berikan pemilik 

usaha memberiakan persyaratan pemotongan upah kepada karyawan yang 

meminta pembayaran barang dan apabila berupa kebutuhan sehari-hari 

pemilik usaha mengambil di warungnya. 

Pembayaran yang dilakukan seminggu sekali yang sesuai hasil yang 

didapat dalam seminggu dengan memanggil satu per satu. Besaran upah yang 

diberikan oleh pemilik usaha belum sesuai dengan permintaan karyawan. 

Kesepakatan pembayaran yang berupa uang yang dilakukan karyawan dengan 

pemilik usaha pembayaran upah dari awal karyawan sebelum bekerja di usaha 

pembuatan sapu lidi. Tetapi, karena tuntutan ekonomi karyawan meminta 

pembayaran dengan barang sebelum mendapatkan upah yang berupa uang.
11

 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nurul Huda, Bapak Andri 

Irawan, dan Bapak Isap bagian tukang pres sapu atau mengikat sapu yang 

sudah bekerja selama empat tahun dan memulai pekerjaan dari jam 08.00-

16.00. Menurut Bapak Andri Irawan beliau bekerja di usaha pembuatan sapu 

lidi bagian pres karena bingung tidak tahu mau kerja apa dan tuntutan 

ekonomi dalam keluarganya. 

Menurut Bapak Andri Irawan pembayaran yang diberikan oleh pemilik 

usaha dengan melihat hasil pres sapu yang dihasilkan sapu 1 harinya apabila 

                                                           
10

 Wawancara dengan Ibu Narsih Pembuat Sapu Lidi (menyulam) pada Tanggal 21 Juni 

2019. 
11

 Wawancara dengan Ibu Suwarti Tukang Tutuk/Memaku pada tanggal 21 Juni 2019. 
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banyak permintaan mendapatkan upah sebesar Rp 2000.000 dan apabila sepi 

permintaan mendapatkan upah sebesar Rp 1000.000, pembayaran dilakukan 

seminggu sekali terkadang. Pembayaran pres sapu dibedakan menjadi Rp 250 

dan Rp350. 

Pekerjaan yang dilakukan merupakan hasil akhir dari keseluruhan, 

biasanya ada pelanggan yang menunggu di tempat usaha untuk membeli 

produk tersebut maka, pekerjaan harus ditarget dan segera diselesaikan. 

Biasanya pembeli meminta sapu dipres dengan tali dan harus memotong tali 

atau kawat yang membuthkan waktu lama untuk diselesaikan dalam 1 hari.
12

 

Menurut Bapak Nurul Huda, dan Bapak Isap tidak ada kriteria yang 

diberikan oleh pemilik usaha apabila karyawan meminta pembayaran dengan 

barang biasanya orang laki-laki meminta berupa rokok 1 pack, barang 

elektronik dan kebutuhan sehari-hari bagi karyawan yang sudah berkeluarga.
13

 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ucik bagian tukang celup dan 

membuat sapu yang sudah bekerja selama empat tahun dan memulai pekerjaan 

dari jam 08.00-16.00. Adanya perbedaan dari pembayaran upah dari sistem 

waktu dan pembayaran upah untuk karyawan baru dengan karyawan lama. 

Karyawan mendapatkan upah Rp345.000 yang dibayar setiap seminggu sekali. 

Permintaan pembayaran upah menggunakan barang disebabkan karena 

karyawan membutuhkan untuk kebutuhannya sehari-hari dan apabila 

karyawan meminta pemilik usaha untuk membelikan barang elektronik yang 
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Wawancara dengan Bapak Andri Irawan Bagian Tukang Pres Sapu (Bagian Akhir 

Pembuatan Sapu) pada tanggal 21 Juni 2019. 
13

 Wawancara dengan Bapak Nurul Huda, dan Isap Bagian Tukang Pres Sapu atau 

Mengikat Sapu  pada tanggal 21 Juni 2019. 
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harganya melebihi dengan harga upah yang dibayarkan sehingga karyawan 

harus menyicil setiap minggunya.
14

 

Keuntungan yang didapatkan oleh karyawan dari upahnya apabila 

masih memiliki hutang maka, hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya 

tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mekanisme pembayaran 

upah yang diberikan pemilik usaha kepada karyawan Pembayaran yang 

dilakukan seminggu sekali yang sesuai hasil yang didapat dalam seminggu 

dengan memanggil satu per satu. Besaran upah yang diberikan oleh pemilik 

usaha belum sesuai dengan kesepakatan awal karena adanya penurunan 

pemberian upah pada karyawan.   

Prinsip keadilan menurut karyawan pembuat sapu lidi adalah aturan 

yang tidak membeda-bedakan antara karyawan satu dengan lainnya yang 

sesuai dengan pekerjaannya dalam pembayaran upah. Mengenai hal-hal 

dengan prinsip keadilan yang dilakukan pihak pemilik usaha pembuatan sapu 

lidi dimana dalam pembayaran upah sudah sesuai dengan prinsip keadilan. 

Tetapi, dalam prakteknya karyawan yang meminta pembayaran upah terlebih 

dahulu menggunakan barang dang kebutuhan sehari-hari.  
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 Wawancara dengan Ibu Ucik Bagian Tukang Celup dan Membuat Sapu Lidi pada 

Tanggal 27 Juli 2019. 



 

 

34 

C. Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan dalam 

Ekonomi Islam 

Upah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu 

pekerjaan yang dilakukan.
15

 Konsep upah muncul dalam kontrak ijrah, yaitu 

pemilikan jasa dari seseorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh 

mustajir (orang yang mengontrak tenaga). Ijrah merupakan transaksi terhadap 

jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan 

tersebut berupa al-ujrah (upah). 

Dalam kehidupan sehari-hari seorang pekerja berhak mendapatkan 

upahnya. Adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak.
16

 Artinya, tidak 

membeda-bedakan antara pihak satu dengan yang lain seperti dalam 

pembayaran upah kepada pekerja pemabayarannya disesuaikan dengan 

pekerjaan yang dilakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an 

surat An-Nissa’ ayat 135: 

             

                 

              

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia 
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang 
dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau 
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 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),  

h. 110. 
16

 Meity Taqdir Qodratillah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 4. 
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enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

17
 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa menegakkan keadilan 

adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim bersikap adil kepada 

siapapun menetapkan hak dan kewajibannya tanpa memikirkan apakah itu 

keluarga atau kerabat semua harus diperlakukan secara adil yang dilakukan 

adalah semata-mata hanya karena Allah.  

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Munjarwati sebagai pemilik usaha, 

secara garis besar penulis mengambil analisis bahwa pembayaran upah kepada 

karyawan di usaha pembuatan sapu lidi sesuai dengan teori yang ada karena 

pembayaran upah berdasarkan keadilan. Di dalam prinsip keadilan 

disampaikan bahwa dalam pemberian upah harus didasarkan kesepakatan awal 

dalam pembayarannya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan setiap 

karyawannya.  

Upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda 

berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Ditetapkan 

dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Pengusaha menyusun struktur dan 

skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, 

dan kompetensi”.
18

 

Pembayaran upah pada usaha pembuatan sapu lidi menggunakan 

prinsip keadilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan tingkat kesulitan 

                                                           
17

 QS. An-Nisa’ (4): 135 
18

Abdul Khadim, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 32. 
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pekerjaan yang dilakukan. Di dalam penentuan upah ada prinsip keadilan 

ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pemilik usaha. Dalam 

sistem pemberian upah sudah ada prinsip keadilan dimana pemilik usaha 

sudah memberikan sesuai dengan beratnya pekerjaan yang dilakukan 

berdasarkan kesepakatan bersama.  

Kesepakatan yang dilakukan pemilik usaha pembuat sapu lidi dengan 

karyawannya dalam pembayaran upah berupa uang tetapi, karena kebutuhan 

sehari-hari dan keinginan mempunyai barang elektronik menjadikan 

karyawannya meminta pembayarannya dengan barang.  

Berdasarkan wawancara kepada karyawan yang terdiri dari Ibu Narsih, 

Ibu Suwarti, Bapak Andri Irawan, Bapak Nurul, dan Bapak Isap di usaha 

pembuatan sapu lidi dalam pembayaran upahnya tidak berdasarkan prinsip 

keadilan. Pelaksanaan pembayaran upah yang diberikan karyawan 

pembayaran berupa barang, ketika akad antara pemilik usaha dengan 

karyawan pembayaran menggunakan uang tunai. Tetapi, didalam hubungan 

kerja antara pemilik dengan karyawan adanya tidak sesuai dengan kesepakatan 

harga persapu diturunkan menjadi Rp300 hal itu menyebabkan besaran 

pembayaran upah yang diterima tidak sesuai dengan kesepakan awal. Karena 

tuntutan ekonomi dan keinginan mempunyai elektronik karyawan meminta 

pembayaran menggunakan barang yang berupa barang elektronik dan 

kebutuhan sehari-hari. 
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Berdasarkan hasil pemamparan di atas, maka dari pihak pemilik usaha 

tidak adanya unsur kejujuran dalam sistem pembayarannya yang sesuai 

dengan pekerjaan yang dilakukan dengan prinsip keadilan memberikan sesuai 

dengan tingkat kesulitan dan hasil yang didapatkan. Karyawan mendapatkan 

potongan upah dari hutang yang dimilikinya sehingga upah yang dimilikinya 

dimencukupi kebutuhannya. Ketika meminta pembayaran upahnya terlebih 

dahulu sebelum menyeselaikan pekerjaannya. 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa pembayarn upah kepada karyawan yang di usaha 

pembuatan sapu lidi Astomulyo pembayaran dilakukan dengan kesepakatan 

pemilik usaha dan karyawan untuk menghindari ketidakjujuran dari kedua 

belah pihak. Dalam prakteknya pembayaran upah kepada karyawan tidak 

hanya berupa uang tetapi juga dengan barang.  

Pemberian upah berupa barang atas permintaan karyawan barang yang 

diminta berupa alat elektronik dan kebutuhan sehari-hari. Pemilik usaha dalam 

penentuan besaran upah menggunakan prinsip keadilan yang sesuai pekerjaan 

yang dilakukan para karyawan pembuatan sapu lidi adalah dengan menghitung 

hasil setiap karyawan yang per sapu dalam sehari. Apabila karyawan masih 

memiliki hutang maka upah yang didapat dalam satu hari tersebut akan 

dipotong dan pelunasan hutang kepada pemilik usaha dengan menyicil setiap 

seminggu sekali tergantung hutang yang dimiliki karyawan. 

 

B. Saran  

Saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini adalah 

karyawan usaha pembuatan sapu lidi di Astomulyo tidak meminta pembayaran 

yang berupa barang yang melebihi upah yang dibayarkan karena akan 

merugikan karyawan.  
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